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PERATURAN DAERAH KOTA PAl.c.."""\fa"-'-G 

NOMOR 1.3 T AHl,"l'\ '20III 

TENTANG 

SISTEM PENYELEN0GARAA."f Pflillll>C"-.A.'-

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAR'\ES.'\ 

WALJKOTA PALEMBANG. 

a. bahwa dalam rangka belperan sena unruk 111e11a1wm li=I•- ,_~ 
meningl<atkan kualitas manusia Indonesia sew:~•- Pm I "'- !J!lliilll-llSC 
mempunyai kewajiban membina dan me,,.gunt _! r • 'i5ia !1111111 '111 

.... -.11 
bagi warga masyarakat sehingga dihasilkan kel.- S ,... mii:lliiil• 

b. bahw• pc:uy.,ku~·11a11 pendidikan merupobn t-i!,f&!, r &o. -
Pemerintah, Pemerintah Proviosi. Pemerintah Kaa Pwh I a 1 !. cm _.,...,.,.ilZ. 
serta harus mampu menjamin pemerataan k.esempi:cc ='-'-==:id ; 5 S 
untuk mengembangl<an potensi diri melalui prosC> I ; w ~•-i!M-llll'm: 
berkeadilan, tidak diskriminatif den!lllll menjtmjuog ~ W .-__ .__ ,_ 
keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan sulrn ~. 

c. bahwa beroasarkan pertimbangan sebagaimana donal:5ad i-a-lwcx ~- -. 
perlu membentuk Peraturan Oaerah Kota P.Jec• , --r S-
Peoyelenggaraan Peodidikan. -

I. Undang- Undang Nomor 2& Tahun 1959 tenlallg Pe111f- tee o,,e,,. ..a• 
dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lcmberan Negara Rq,ci.!l. b:iacsa uilwa 
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republilt I•' • 'S:n:r rr 

2. · Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 teutang Pab!k--ni.l. ]!;J[~;pq_za:ICIC 
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambabao J I ~ '-
304) sebagaimana telab diubah dengao Uodang-Uodaag NJCn O r .... 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ~QCXI<" 69 r r 71-w, 
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 3&90): 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasa ll el +· ~ 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tarobahan I =l>"' ~ 'F IQ, 

Indonesia Nomor 4132); 
4. Undaog-Undang Nomor 23 Tabun 2002 tentang Per!i.-1 grn "- I & 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tanibaba f e;,;,--.. ~ 
Republik Indonesia Nomor 4235); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem P. ►1•r Iii " wl 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nom« 7l. Tmi.! I 1 • z • 
Negara Republik Indonesia Nomor 430 J ); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pe.e.tµ>. 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesui Tahun '..?OM ~ 10.:, 
Tambahao Lembara Negiira Republik Indonesia Nomor 4421): 

7. Undang-Uodang Nomor 32 Tahun 2004 tentaog Pemerintahan Daenlt (T = a. 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LedJann ~ 
Noroor 4437) sebagaillllllla telah dirubah ter.ikhir kali datgan ~+dag 
Nomor 12 Tahun 2008 t,mtang Perobahan Undang-undang Noroor 32 Tab=~ 
tenlallg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indooesia Tal+a 2llOI 
Noroor 59, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nom« !l-!-1): 

8. Undang-Undaog Nomor 33 Tahun 2004 teotang Perimbangan K g• lllll3rll 

Pcmerintahan Pusat clan Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Rq,ubra; 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarobahan Lembaran Negara Nomar 4433); 

9. Undang-Undaog Nomor 14 Tabun 2005 teotang Guru dan Dosc:o. {Lembllran 
Negara Republilc Indonesia Tahun 2005 Nomor 157. Tambahan Lel1lbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4586); 

JO. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tcntang Pendidikan Luar Sekolah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambehsn 
Lembaran Negara Nomor 346 I); 
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I 1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangj<atan, Pemindahan, 

dan Pcmbcrhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor I 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4263); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Talmn 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pcngangkatan Tenaga Honor 
Menjadi Calon PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor ··--• Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor __ ,); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan daerah 
Kabupaten/Kota (Lembars.n Negara Republik Indonesia Tabun 2007 NOIDOI° 28.. 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 7737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan ~ dD 
Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabon ~ 
Nomor .... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor _); 

16. Pcraruran Meoteri Pendidilum N""iuual Numor 22 Tahun 2006 ientang s,-i.,- lsi 
pada Jenjang Pendidikan Oa,;ardan Menengah; 

17. Peraturan Mentcri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahwi 2006 tenlml! '7: ir 
Kopetensi Lulusan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah; 

18. Peraturan Menteri Peodidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tmtangPel:,1-aaau 
Peraturan t.1enteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 teniang Srmt- lsi 
untuk Satuan Peodidikan Dasar dan Meoengah dan Peraturan Menteri Po•fidi me 
Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kopetensi Lulusan Uaaul s-n 
Pendidikan Dasar dan Menengah; 

19. Pcraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 ~ Strder 
Peogawasan Sekolah/Madrasab; 

20. Peraturan Mcntcri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 remq SzaN:IM 
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; 

21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 lml3l!g Semfiusi 
Bagi Guru DaiaJn Jabatan; 

22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor I 9 Tahun 2007 leDWlg Smriaer 
Pengclolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikao Dasar dan Menengah: 

23. Peraturan Meoteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 klltang Stvlv 
Penilaian Pendidikan; 

24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2007 iemmg Smnlar 
Kepala Sekolab/Madrasah; 

25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 te,icmg SW¥W 
Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasab Ibtidaiyab (SO~U'>- s.-tobh 
Menengab Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolall \t., gab 
Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA); 

26. Peraturan Menteri Pcndidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2001 teimg Sandar 
Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

27. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 temang Pt?•u•• clan 
Pembinaan Operasianal Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daenl.i Km 
Palembang Tahun 2004 Nomor 32); 

28. Peraturan Daerah KOia Palembani Nomor 6 ' l"ahun 200& renmrg C!ros&l 
Pemerintahan Kota Palembang (Lembamn Daerah Kota Palembang ,&ban ~ 
Nomor6). 

Dengan Perselujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAll KOTA PALEMBANG 

dan 

WALOCOTA PALEMBANG 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG SISTEM 
PENYELENGGARAAN P.ENDIDI.KAN. 
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BAB I 

KETENTUAXlr'Mll..'I 

Pasall 

Dalam Peraruran Daerah ini yang dimaksodl,ao drn!M -

I . Pemerintah adalah Pemerintah Republik Ioooi. ,;. 
2. Pemerintah Provinsi adalab Pemerin!3h ProYiosi S I ssm-
3. Dae rah adalah Kota Palembang, 
4. Pemerintah Daerab adalah Pemerin!3h Kota Pale:' Et 
5. Walikota adalah Walikota Palembang. 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerab yang selanjmnr clis · J; l'"ft.Z) ~ tftD 

Kora Palembang; 
7. Dinas adalah Dinas Peodidikan Nasiooal Kota ~ 
8. Pejabat yang ditunjuk adalab pejab:u dilfngbmpa P - 'JIIGlit. !all! 

berwenang dibidang Penyelenggaraan Pendidibn di Koca P:l I Illa-•• 
pendelegasian dari Walikota; 

9. Dewan Pendidikan/Majelis Peodidikan adalah lembaV 111ml'liri,-g _pdms.,. 
non profit yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat ya,g jllOlilll:: • S 
dibentuk berdasarkan musyawarah yang dmnokratis ok:ll .-a 7 I • ► 
pendidikan di tingkat Kota yang bertangguogjawab rethadar , I;- Ii T 
proses dan hasil pendidikan di tingkat Kota; 

10. Komite Sekolah/l<omite Madrasah adalah lembaga mandiri )2"1! - plll5,a • 
non profit yang beranggotakan orangtualwaJj pesena didik. \1 i«H e2 5 I -
unsur masyarakat yang peduli pendidikan; 

1 I. Pendidikao adalah usalia sadar dan terencana uotuk me,o"ajudl;a --• -.
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif lll<'lg,'11 1 

) - -• 

dirinya unn.ak memiliki kekuatan spritual keagamaan p g \ .,. cfii, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dipfflola ~ 
masyarakat, bangsa dan negara; 

12. Pendidik adalah tenaga pendidikan yang berlrualifikasi sehagin gw:a it:= 'or. 
parnong belajar, tutor, insttu.ktur, fasilisator, dan sebutan Iain ~ ~ deag:m 
kekhususannyn seJU berpartisipasi dalm penyelenggarnn penrlidu:an; 

13. Peserta didlk adalah anggota masyarakat yang berusaha menguol _\a ~ 
melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur,jenjang dan jcm<peart,~i m 

14. Tenaga kependidikan adalab anggota masyarakat yang rnenpbcfibe dici dill 
diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 

15. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidik.an )'21lg mrt➔ t;a 
peodidi.kan pad.a jalur formal dan nonformal pada setiap jenjlag daa ;ems 
peodidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintalt, Pemerialali Diam daD 
atau masyarakat yang mcmpunyai badan hukum (yayasan. lcmbav. majdi, dan 
atau badau lain scjenisnya), terdiri atas : 

Peodidi.kan padajalur fonnal terdiri atas: 
a. Sekolah Dasar yang disingkat SD; 
b. Madrasal1 lbtidaiyah yang disingkat Ml; 
c. Sekolab Mcnengah Pertama yang disingkat menjadj SMP, 
d. Madrasab Tsanawiyah yang disingkat Mfs. 
e. Sekolah Menengah Atas yang disingkat menjadi SMA. 
f. Madrasah Aliyah yang disingkat MA; 
g, Sekolab Menengah Kejuruan yang disingkat $MK; 
h. Madrasah Aliyah Kejuruan yang disingkat MAK. 

Pendidikan pada.jalut nonfonnal terdiri atas : 
a. Kursus - kursus; 
b. Kelompok badan pendidikan anak usia dini (tempat penitipan Ana.k/Il'A, Play 

Group dan TK) dan jenis pendidikan lainnya. 

I 6. Kepala Sekolah/Madras,,h •rl•l•il pimpinan/kepala satuan pendidikan di TK, RA. 
SD, MI,SMP, MTs, SMA, MA, SMK, MAK; 

17. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah adalah Sekolah 
Negeri, sedangkan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleb masyarakat 
sebagaimana dimaksud angka l S diatas adalah Sekolah Swasta. 

18. Yayasan adalah bad.au hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan 
diperuntukkan untuk meneapai tujuau tertenru di bidang sosial, keagamaan clan 
kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. 
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19. 

20. 
21. 

22. 

23. 

24. 

Baku mutu peodidikan adalah seperangkat tolok u.kur minimal kmcrjl. 3isa:m 
pcndidikan yang mencakup masukan, proses, basil, keluarao ch,, mmw 
pendidikan. 
Sarana Pendidikan adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindd ; · tr; 
Prasarana pendidikan adalah fasiliras dasar untuk meojalankan ~ -
pendidikan. 
Pendidikan fonnal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan beifa4-+ ~~ 
tercliri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 
Pendidikan nonfonnal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan forrnl ~,..., dapa 
dilaksanakan secara terstmktur dao berjenjang. 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinun yag 5=;::1:m 
kepada anak sejak 1ahir sampai dengan sekurang-kurangnya usia 6 ,_ ) ;aa 
yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan w;::m: w • 
pertumbuban dan perkembangan jasmani dan rohani agar anal- rnemiJjlj I; • e 
dalarn memasuki pendidikan lebih lanjut antara lain Play~ t.:➔ , ... 
Bennain), Tarnan kanak-kanak (TK) dan Raudatbul Atfhal (RA). 

25. Pendidikan Oasar adalah Sekolab Dasar (SD)/Madrasab Ib!id!i)a ().fl) ,m 
Pendidil<an Menengah p.,rllullll (SMP) MaJ,asah Tabsanawiyab (MTs , 

26. Pendidikan Menengah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Setola.: ! I !ah 
Kejuruan (SMK), MAdrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejca.w l~ l-

27. Kelembagaan dan manajemen pendidikan ada,\ah seperangka, peog,,ma _._..,caai 
pengelolaan satuan pendidikan persekolaban dan pendidikan lua.r sekob!,.. 

28. KurikulllDl adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai mj,la m daa 
bahan pengajaran serta earn. yang digunakan sebagai pedoman paij I a &SU 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pcndidikan tertentu. 
29. Kurikulum Nasional adalah ku.rikulllDl yang berlaku secara nasiooal ym::, S fl!l■1 

oleh Menteri Pendidian Nasional, atau Menteri Lain, atau Piro1 - 11 f rA'l«!'I 
Pemerintah Non-Departemen berdasarkan pelimpaban wewenaog dari M ni 
Pendidikan Nasional. 

30. Kun'l<ulum lokal adalah kurikulum yang disu.~un oleh daerah. dhe a da;~ 
keadaan serta kcbutuhan lingkuogan dan ciri khas saruan pendidibll l"'1mr!:.. 

31. Standar Kompetensi adalah kemampuan yang diharapkan dapal dicapai pesau didil: 
dan warga belajar melalui proses pendidikao dalam satuan pendidibn 11:1t111rt11L 

32. Akreditasi adalah proses pengakuau terhadap kedudukan kuali:ta$ - f htga 
pendidikan melalui pengukuran dan penilaian kinerja lembagii !"Rg ,:l,'le:nbn 
lembaga independent yang terdiri dari uosur Pemeriotah, Al<ademis dm m&S)>-makm: 
atas dasar kriteria dan basil akreditasi yang terbuka dan diketahui olet I be;:, yang 
diakreditasi dan basil akreditasi dillDlumkan secara berkala dan .abuta .,ala 
masyarakat. 

33. SIIOlber Daya Pendidikan adalah pendu.kung dan peounjang P"'l•ksa1 pee<f,dilam 
yang berupa teoaga, dana sarana dan prasarana yang tersedia 8lall .tiebm dm a:tau 
didayagunakan oleh kcluarga. masyarakat, peserta didik dan Ptemainl:lll Daer-ab. 
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. 

34. Program paket A adalah program pendidikan pada jalur peodidibD la,,r sdolah 
yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus >'8D8 ~ 
peodidikan setara dengan SD. 

35. Program Paket B adalab program pendidikan pada jalur pe,,didiba 1....- ..,. ,.w, 
yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang ~ 
pendidikan setara deogan SMP. 

36. Program Paket C adalah program peodidikan pada jalur pendidibn luar setolah 
yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang membcrikm 
pendidikan setara dengan SMA. 

37. Kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri ams sekumpu1an "'1D'!P' 
masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sitap mental lalrtltu 
bagi warga belajar. 

BABD 

RUANO LINGKUP 

Pasal2 

(I) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini menca.l.."llp: 
a. pendidikan anak usia dini padajalur pendidikan fomlal; 
b. peodidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan fonnal; 
c. pendidikanjalur non formal yang menjadi kewenangan daerah. 

(2) Pengaturan mengenai pendidikan anak usia dini pada jalur peodidilaut non formal 
akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 
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BABW 

VIS!, MlSl. MAKStiD. DA.'-11.!JUA.'

Pasal 3 

Visi Pendidikan Pemerintah Daetab adaJah pcw["'ibe 
berkebang,saan, berwawasan global dao terjangkau ~WEIL 

Pasal4 

Misi Pendidikan daerah adalah: 

a. Mengupayakan partisipasi seluruh komponen masyaiabl.. P I D .._ 
swasta agar penyelenggarnan pendidikan di KOia hi I 
kualitas yang tinggi, sehingga mempunyai keunggulan kiw, f ,all ; -'* 
daya saing tinggi; 

b. Menciptalcan Jceseimbangan ""'~"' k,cem"""" intelegensia. ---II• --I: 
c. Menciptakan sistem kebija1'an pendidikan yang unggul: 
d. Menciptakan atmosfir pendidikan yang kondusif; 
e. Mengantisipasi dan mengbilangkan berbagai pengaruh oep!if' Ymc _,. w I 

citra pendidikan; 
f. Membantu penyediaan sarana dan prasarana pcndidikan )-mg bed Fe• 
g. Membangun budaya sekolah yang meliputi buda)ll' abdernit "-~ -. 

dengan memperhatilcan budaya lokal sena pengamalan --ihi-rlai 1=-- dm 
ketaqwaan. 

Pasal 5 

Maksud peoyelenggaraan pendidikan adalah untuk u.eugupa., I • 
berkualitas, meojamio perluasan akses dao biaya peodidikan Yant r; zi 
masyarakal. 

Pasal 6 

S-R• 

Tujuan peoyelenggaraao peodidikan di Daerah adalah menjamin kd,o.lM,p1 ,.» proses 
pendidikan untuk berkembangnya potensj pesena didik di Oaenh. ape y fi QSA■ 5:ie 
yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlal: aalia di.. bttwdi 
pekeni Juhur, schat, bt:rilwu, cakap, kreatif, berbudaya. ll\llJJGm. pa=,,,. dan. .i,,,. 

menjadi warga masyarakat yang demokratis serta benanggungja..,.ab. 

Pasal 7 

Peoyelenggaraao peodidilcan di Daerah sebagaimana dimaksud dalmi pad& Pasal. 6 
merupakan tanggungjawab Pcmerintah Daerab clan masyarak:at. 

BABIV 

PENYEL.ENOARAAN PENDIDIKAN 

Bagian Pertama 

Umum 

Pasal 8 

( I) Sistem Peoyelenggaraan Pendidikan adalah keseluruban kompooen pelJ}-deng
garaao pendidikan yang saling terkair secara terpadu untuk memberikan jamimn 
keberlangsungan proses pendidikao. 

(2) Penyeleoggaraan pendidiltan menggunakan prinsip maoajemen peodidibn berbesis 
sekolah deug;,.11 meliba.tkan partisipa:;i masyarakot. 

(3) Pendidikan diselenggaralcan dengao mengembaogkan budaya lokal, membaca.. 
menulis dnn betbituog bagi semua warga masyarakat. 

(4) Penyelenggaraan peodidikao berwawasan keunggulan meojadi tanggung jawab 
penyelcnggara peodidikan dengan memperhatikan poteosi satuao peodidikao. 
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Bagian Kedua 

Penyelenggara Pendidikan 

Pasal9 

{I) Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pcmerintah Provinsi, Pemerintah 
Daerah, masyarakat, atau lembaga pendidikan asing. 

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalab kelompok warga negara 
Indonesia non pemerintah yang mempuoyai perbatian dan peranan dalam bidang 
pendidikan yang berbentuk yayasao, majelis dan atau lembaga lain yang mempunyai 
badan hukum sesuai dengan ketentuan peraruran peruodang-undaogan dengan 
menyediakan layanan pendidikao dalam bentuk satuan pendidikan. 

(3) Lembaga pendidikan asing sebagaimaoa dimaksud pada ayat (I) adalah lembaga 
pendidikan yang mendapat persetujuan Pemerintab dan Pemerintah Daeral,, 
terakreditasi atau dial..-i1i di negaranya, dengan memenuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Ketiga 

Pembinaan dao Taogguogjawab 

Pasal 10 

( I) Penyelenggara pendidikan wajib melakukan pcmbinaan terhadap satuao peodidikan 
yang diselenggarakannya. 

(2) Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, Pemerintah Oaerah berweoang uoruk 
melakukan pembinaan terhadap peoyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundaog-undangan yang berlaku. 

(3) Saluan pendidikan bertanggungjawab kepada Penyelcoggara Pendidikan. 

Bag,ian Keempat 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Pasal I I 

()) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompeteosi sebagai agen 
pembelajaran, sebat jas10ani dan rohani, serta mcmiliki kemampuan untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

(2) Starus kepegawaian pendidik sebagaimaoa dimaksud pada ayat ( l) tcrdiri dari: 
tt. r~~awai ncgeri sipil 
b. Pegawai tidak tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarnkan oleh 

Pcmerintah Daerah; 
c. Pegawai tetap yayasan/badan bukum swasta lainnya; 
d. Pegawai tidak tetap yayasan/badan hukum swasta lainnya. 

(3) Pegawai tetap yayasan dan pegawai tidak tetap yayasan sebagaiman dimaksud pada 
ayat (2) huruf c dan d adalah pegawai yang melaksanakan fungsi sebagai pendidik 
pada satuan pendidikan yang diselenggllfakan oleh Masyarokat 

( 4) Pendidik dari unsur Pegawai Negeri Sip ii sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
buruf a, diangkat oleb Pemerintab. 

(5) Penempatan pendidik sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) buruf a, pada satlJall pendidikan yang diselenggarakan Pemcrintah dilakukao 
oleb Pemerintab. 

(6) Pcnempatan pendidik sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a, pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi 
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. 

(7) Penemparan pendidik sebagai Pegawai Ncgeri Sipil sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) buruf a, pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintab daerah 
dilakukan oleh Pemerintah Daerab. 

(8) Pengangkatan dan penernpatan pendidik sebagai pegawai tidak tetap sebagaimaoa 
dimeksud pada ayal (2) huruf b, pada satuan pcndidikan yong diselengglll'$kan 
Pemerintah Daerab banya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerab. 

(9) Pengangkatan dan penempatan pendidik sebagai pegawai tidak tetap sebagaimana 
dimaksud pada ayat (8) dilakukan dalam rangka memenubi kebutuhan peodidik 
dalam satuan pendidikan, baik dalam jumlah, kualifikasi ak.ademik, maupun dalam 
kompetensi secara merdla untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dao 
pendidikan menengah serta pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal. 
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(] 0) Pengangkatan pegawai tidal< tetap sebagairoana dimaksud pada ayat (8) dilakukan 

secara objcktif dan transparan sesuai dengan ketentuan peraruran perundang
undangan yang berlaku. 

(11) Penempatan Tenaga Pendidik Pcgawai Negeri Sipil yang diperbaorukan pada satuan 
pendidikan swasta oleh Pemeriotah Daerah diatur dengan Peraturan Walikota. 

( 12) Pendidik yang diangkat oleh Pemerintah dapat ditempatkao padajabatan struktural. 
(l 3) Pendidik pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang 

ditempatkan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah 
mendapal kesejahteraan SC$uai dengan kemampuan Keuangao Daerah. 

Pasal 12 

(1) Tenagii kependidikan berrugas melaksanakan administras~ pengelolaan, 
pengembangan, pengawasan, dan pelayanan tekois uoruk menunjang proses 
pendidikan pada satuao pendidikan. 

(2) Kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan scsuai dengao pemtunn perundaog
undangan yang berlaku. 

(3) Status kepegawaian Tenaga Kepeodidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
terdiri dari : 
a. Pegawai negeri sipil 
b. Pegawai tidak tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah; 
c. Pegawai tetap yayasan1badan hukum swasta lainnya; 
d. Pcgawai tidak tetap yayasan/badan hukum swasta lainnya. 

(4) Tenaga kcpcndidikao meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, 
pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar. 

(5) Pegawai tetap yayasan dan pegawai tidak tetap yayasan sebagaimaoa dirnaksud pada 
ayat (3) huruf c dan d adalah pegawai yang roelaksanakao tugas pada satuan 
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. 

(6) Tenaga Kependidikan dari uosur Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dimaksud 
pada ayat (3) huruf a, diangkat oleh Pemerintab. 

(7) Penempatan tenaga kependidikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf a, pada ,1atuan pendidikan yang diselenggarakan 
Pemerintah dilakukao oleh Pemerintah. 

(8) Penempatan tenaga kependidikao sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagairnana 
dimaksud pada ayat (3) huruf a, pada satuan pendidikan yang diselenggarakan 
Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. 

(9) Penempatan tenaga kependidikan scbagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf a, pada satuao peodidikan yang diselenggarakan 
Pemerintah Daerah dilakukan oleb Pemerintah Daerab. 

(10) Pengangkatan dan penempatan tenagii kependidikan sebagai pegawai tidak tetap 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) huruf b dao huruf d dilakukan dalam rangka 
memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan dalam satuan peudidikao, baik dalam 
jumlah. kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi sccara merata unruk 
menjamin keberlangsuogan pcndidikan dasar dan pendidikan roenengab serta 
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal. 

( 11) Pengangkatan pegawai tid.ak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat ( I 0) dilakukao 
secarn objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(12) Tenaga kcpendidikao yang diangkat oleh Pemerintah dapat diiempatkan padajabatan 
struktural. 

Pasal 13 

(I) Pcngangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan 
pendidikao yang diselenggarakan Masyarakat atau Lembaga Pendidikan Asing 
dilakukan oleh Penyelensgara Pendidikan at~u S•tuan Pendidikao yang bersangkotan 
berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kcrja bersama dan dibalasi jumlabnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-uodangan yang berlaku. 

(2) Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang 
diselenggarakan Masyarakat atau Lembagii Pendidikan Asing sebagain1ana diroaksud 
pada ayat (1) wajib dilaporlcan kepada Walikota melalui Kepala Dinas. 
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{3) Peodidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan 

Masyarakat atau Lembaga Pendidikan Asing yang diberheotikao dengan bormat 
tidak ataS permintaan sendiri memperoleh kompensasi fioansial dari Peoyelenggara 
Pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja 
bersama. 

( 4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuao kepada Penyelenggara Pendidikan 
yang diselenggarakan Masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan Pendidik dao 
Tenaga Kependidikan sesuai dengan kernampua!l keuanga1l Daerah. 

(S) Satuan pendidikan lembaga pendidikan asing yang mengguoakan pendidik dan 
tenaga kependidikan warga negara Indonesia wajib memberikan kesejabteraan sesuai 
deng1111 ketentuan yang dituangkao dalam perjanjian kerja atau kesepakatan kerja 
berssma sesuai dengllll ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 14 

(2) Pcndidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan 
sosial dan hak-hak Jain scsuai dcngan ketcnruan peraruran perundang-undang;m yang 
berlaku. 

(3) Pendidik dan tenaga kepeodidikan berkewajiban: 
a) Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, 

dinamis dan dialogis; 
b) Merupunyai komitmea secara profesional untuk meningkatkan mull! pcndidikan; 
c) Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesl, dan kedudukan 

sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. 

BABY 

PESERTA DIDIK 

Pasal IS 

(I) Peserta didik meliputi Wasga Negara Indonesia <Ian Warga Negara Asing. 
(2) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan merupakan subjck dalam proses 

pendidikan yang mempunyai hak: 

a. meodapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan 
diajarkan olch pendidik yang SC as=•; 

b. memperoleh jarninan untuk menjalankan ketentuan agama sesuai dengan 
keyakinannya; 

c. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat dao kemampuannya; 
d. mendapatkan pelayanan khusus bagi ~rta didik memiliki kelainan fisik, 

emosional, sosial, dan mental serta serta mempunyai kecerdasan dan kcmarnpuan 
istimewa; 

c. mendapatkan bantuan fasilitaS belajar beasiswa/bantuan lain sesuai dengan 
persyaratan yang berlaku; 

f. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satu11.11 pendidikan lain yang setara 
serta disesuaikan dengan daya tampung satuan peodidikan yang bersangkutan; 

g. memperoleh penilaian basil belajamya; 
h. menyelesaikan program pendidil.can sesuai dengan kecepatan belajar masing

masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan; 
i. peserta didik dengan kemampuan luar biasa perlu diupayakan pembinaan melalui 

program khusus serta program unggulan dan akselarasi dalam penyelengg;iraan 
pendidikao pada jenjang peodidikan dasar dan menengah; 

J. dibebaskao dari semua bentuk biaya pcndidikan bagi setiap peserta didik yang 
tidak mampu. 

(3) Setiap pescrta didik berkewajiban untuk: 
a. M~tmiluhi semua peraturan yang berlaku di masing-masing sntuan pendidikan; 
b. Tkut memelibara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan kearnanan 

satuan pendidikan yang bei:saogkutan. 



9 
BABVI 

SATIJAN PENDIDIKAN 

Pasal 16 

(!) Satuan peodidikan didiruan oleh Pemerintah. Pemerintah Provins~ Pemerintah 
Daerah, Masyarakat, atau Lembaga Peodidikan Asing. 

(2) Satuan pcndidikan berhak mendapatkan pembinaan oleh penyelenggara pendidikan 
dao Pemerintah Daerah. 

(3) Sablan pendidikan berkewaj iban melayani peserta didik dcogan menyelenggarakan 
kegiatan belajar-mengajar atau pendidikan dan pelatihan. 

(4) Sablan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat 
berkewajiban mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan yang meliputi 
pertanggungjawaban lrurilmlum, pengelolaan, kMiswaan, kcuangan, penilaian, 
peodidik dan tenaga kependidikan, sarana-prasarana kepada Peoyelenggara 
Pendidikan dengan tembusan kepada Walikota melalui Kepala Dinas. 

(5) Penyusuoan, pelaksanaan dan pertangguogjawaban keuangan pada satuan pendidikan 
yaue J.i.~le11gga.rak.au okh Pemcri.ntAh Da~rah di$C,ruaikan dcngan kctcntuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(6) Pertanggungjawaban peoy,,lenggaraan pendidikan di bidaog keuangan yang berasal 
dari Pemerintah Oaerah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) disampaikan kepada Pemerintah 
Daerah. 

(7) Setiap satuan pendidikao wajib menyusun tata tertib yang disahkan oleh Kepala 
Dinas. 

(8) Tata tcrtib sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sekurang-kurangnya memuat: 
a. Hak dan kewajiban peserta didik; 
b. Waktu kegiatan belajar-mengajar; 
c. Pakaian sekolah; 
d. Penghargaan alas keberha.~ilan; 
e. Saoksi atas pelanggaran 

(9) Tata tertib sebagaimana dima.ksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Kepala Satuan 
Peodidikan melalui rapat Dewan Pendidik dengan mempertimbangkan masukan 
Komite Sekolah dan pesena didik. 

BAB VII 

PENDIRIAN, PENGGA.BUNGAN DAN PENGHAPUSAN 
SATUAN PllNDIDfKAN 

Bagian Pertama 

Pemerintah. Pemeriotah Provinsi dan Pemerintah Daerab 

Pasal 17 

(I) Pemerintah, Pcmerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dapat meodirikan satuao 
pendidikau dan wajib mengajukau izio kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. 

(2) Peroerintah Oaerah berwcnang melakukau penghapusao dan atau penggabungan 
beberapa satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Dacrah menjadi 
satu sablan pendidikan dengan ketenblan sebagai beriktu: 
a. Jumlah peserta didik di bawah 10 (sepuluh) orangtiap rombongan belajar; 
b. Tidak memenuhi standar pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah 

ini. 

Bagian Kedua 

Pendidikan Yang Diselenggarakan Masyarakat 

Pasal 18 

(I) Masyarakat dapat mendirik•n sah,an pendidikan dan wajib mengajukan izin kepada 
Walikota atau Pejabat yang diblnjuk. 

(2) Pemerintal1 Daerah berwen.ang melakukan pcnghapusan dan atau penggabuogan 
beberapa satuan pendidikau mertjadi satu satuan pendidikan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 



a. Jumlah peserta didik di bawab 10 (sepulub) orang tiap rombongan belajar 
pada pcndidikan jalur formal; 
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b. Sarana-prasarana tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan 
pada pendidikan jalur formal; 

c. Tidak menjalankan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut-lurul 
dan atau tidak memperpanjang izin operasional pada peodidikanjalur non formal. 

Pasall9 

(I) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada 
pend.idikan fonnal dan oon formal scsuai dengan kekhasan agama, lingiungan sosial, 
dan budaya untuk kepentingan masyarakaL 

(2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mcngembangkan dan melaksanakan 
kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendan2annya sesuai 
dengan standar nasional pendidikan. 

(3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari 
penyelenggara, Masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau sumber lain 
ynng tidnk berteotangan dcngan peraturan perundang-undangan yang berlalcu. 

( 4) Lembaga pendidikan beroosis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi 
da.na, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan atau 
Pemerintah Daerah. 

(5) Ketentuan meogeoai peran scrta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( I), 
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walilota. 

Bagiao Ketiga 

Lembaga Pendidikan Asing 

Pasal20 

(I) Lembaga Peodidikan Asing yang telah mendapatkan izin dari Pemerinlah wajib 
bekerjasama dengan lembaga pendidilcan di Daerah dengan mcngikutsertakan tenaga 
pendid.ik dan tenaga kepcrxlidikan Daerah. 

(2) Pemerintah Daerah dapat menyampaikan usulan pengbapusan satuan pend.idikan 
asiog dengan ketentuao: 
a. Tidak memenuhi standar pengelolaan, sarana prasarana, serta pendidik dao 

tenaga kependidikan; 
b. Tidak memenuhi kewajiban selaku penyelenggara pendidi.kan; 
c. Tidak memenuhi bak-hak pescrta didik Warga Negara Indonesia dalam 

memperoleb pendidikan agama dan kewarganegaraan; 
d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan pcrundang-undaogan yang berlaku. 

Bagian Keempat 

Tata Cara dan Persyaratan Perizinan 

Pasal 21 

( I ) Tata cam perizinan scbagaimana dimaksud dalam Pasal I 7 ayat ( I) dan Pasal 18 
ayat (I) adalah sebagai beriklu: 

a. Pemohon izin meogajukan surat permohonan dengan dilampiri proposal 
pendirian kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melaui Kepala Dioas 
dengan mengisi formulir yang telab disediakan; 

b. Pemohon wajib memenubi persyaratan adrninistrasi sebagai berikut: 
I) fotocopi Kartu Tanda Peoduduk (KTP) pemobon yang masib berlaku; 
2) fotocopi izin gangguao; 
3) surat kerelaan dari pemilik bangunan apabila batlgunan bukan milik sendiri; 
4) fotocopi akta pendirian badan hukum atau badan usaha; 
5) persyaratan administrasi lainnya sesuai dengan keten~Jan peraturan 

perundang-undaogan yang berlaJn1. 

(2) Pcrsyaratan permohonan yang telab dinyatakan lengkap dao bcnar, maka izin dapat 
diberikan setelah dilakukan verifikasi lapangan. 



(3) Verifikasi !apangan sebagaimana dimalcsud pada ayat (2) di!akulcan o!eh tim yang 
ditetapkan dengan Keputusan Walikota, terdiri dari unsur: 
a. Satuan kerja perangkal daeral, yang beiwenaog di bidang pendidikan; 
b. Satuao kerja perangkat dacrah yang beiwcnaog di bidang perizioan; 
c. Satuan kerja perangkat daerah yang berwenang di bidang ketenagakerjarui; 
d. Satuan kerja perangkat daerah yang terkait; 
e. Dewan pendidikan. 

II 

( 4) Bentuk fonnulir pennohonan izin dan bentuk surat izin pendirian satuan pendidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu proses perizinao serta masa 
berlaku izin diatur Jcbih lanjut dcogan Peraturan Walikota 

BAB Vlll 

DEW AN PENDIDIK.At'I DAN KOMJTE SEKOLAH 

Bagian Pertama 

Dewan Pendidikao 

Pasal 22 

(I) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam 
peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan mcmbcrikan penimbangan, arahan 
dan dukungan tenaga, saraoa dan prasar4na serta pengawasan peodidikan pada 
tingkat Daerah. 

(2) Unsur Dewan Pendidikan dapat terdiri dari: 
a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang pendidikan; 
b. Tokoh masyarakat; 
c. Anggota masyarakat yang mcmiliki kepedulian terhadap peoingkatan mutu 

pendidikao; 
d. Tokob dan pakar pendidikan; 
e. Yayasan penyelenggara pendidikan; 
f. Orgaoisasi profesi tenaga kependidikan; 
g. Dunia usaha, duoia industri, asosiasi profesi; 
h. Perwakilan dari komite seko!ah yang disepakati; 
,. Birokrasi/legislatifyang beranggotakan paling banyak 5 (Jima) orang. 

(3) Pengurus Dewan Pendidikan sekurang-kurang11ya terdiri aias: 
a. Ketua; 
b. Sekretaris; 
c. Bendahara; 
d. Bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan. 

(4) Jumlah aoggota Dewan Pendidikao paling baoyak 17 (tujuh belas) orang dan 
jwnlahnya ganjil. 

(S) Anggota Dewan Pendidikao sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan dari 
masyarakat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 

(6) Pengurus Dewan Peodidikan dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pendidikan secara 
demokratits. 

(7) Dewan Pendidikan dikukuhkan oleh Walikota. 
(8) Dewan Pendidikan wajib n1enyus1m dao menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga. 
(9) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Taogga sebagaimaoa dimaksud pada ayat (8) 

dengan rincian sebagai herikut: 
a. Anggaran Dasar paling sedikit memuat: 

1. dasar, tujuan dan kegiatan; 
2 . keanggotaan dan kepeDb'Urusw1; 
3. hak dan kewajiban anggota dan pcngurus; 
4. keuangan; 
5. mekanisme kerja dao rapat•rapat; 
6. porubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan pembubaran 

organisasi. 

b. Anggaran Rumah TaJJggii paling sedikit rnemuat: 
I. mekanisme pemiliban dan penetapao anggota dan pengurus; 
2. rincian hak dan kewajiban anggota dao pengurus; 
3. masa bakti keanggotaao dan kepengurusan; 
4. kerja sama dengan pibak lain; 
5. pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja. 
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(10) Masa bakti Keanggotaan Dewan Pcndidi.kan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) 
adalah 3 (tiga) tahun. 

Bagian Kedua 

Komite Sekolah 

Pasal 23 

(I) Komite Sekolah scbagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan 
mutu pelayanan pendidikatl dengan memberikan percimbangan, arahan dan dukungao 
tenaga, sarana dan prasa,ana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan 
peodidikan. 

(2) Unsur Komite Sekolah dapat terdiri dari: 
a. Orang tua.lwali peserta didik; 
b. Tokoh masyarakat/tokoh agama: 
c. Tokoh peodidikan; 
d. Organisasi profesi tenaga pendidikan; 
e. Dunia usaha dan dunia industri; 
f. Alumni; 
g. Birokrasi; 
h. Yayasan. 

(3) Jumlah Anggota Komite Sekolah sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang 
dan jumlahnya ganjil. 

(4) Aoggota Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkao dari 
masyarakat. 

(5) Kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas: 
a. Ketua; 
b. Sekretaris; 
c. Bendahara; 
d. Anggota yang terdiri dari: 

I . Anggota tetap; 
2. Anggota tidak tetap. 

(6) Pengangkatan Pengurus Komite Sekolah dllakukan Kepala Saluan Pemlitlikan dau 
dikukuhkan olch Penyelcnggara Pendidikan. 

(7) Komite Sekolah wajib menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran 
RumahTangga. 

(8) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran Dasar sekurang-kurangnya memuat: 

I. nama dan tempat kedudukan; 
2. dasar, tujuan, dan kegiamn; 
3. keanggotaan dan kepengurusan; 
4. hak dan kewajiban anggota dan pengurus; 
S. keuangan; 
6. mekanisme kerja dan rapat-rapat; 
7. perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Taogga dan pembubaran 

organisasi. 

b. Anggaran Rumah Tangga sekurang-kurangnya memuat: 
I. mekanisme pemilihan dan penetapan anggota dan Pengurus; 
2. rincian tugas Komite Sekolah; 
3. mekanisme rapat; 
4. kcrja sama dengan pihal< lain; 
5. ketentuan penutup. 

(9) Anggaran Dasar dan Allggaran Rumah Tangga Komite Sekolah disahkan oleh 
Kepala Satnan Pendidikan. 

( I 0) Masa bakti Keanggotaan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
adalah 3 (tiga) tahun. 
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BAB IX 

AKREDITASI, STANDARISASJ, SARANA DAN PRASARANA 

Bagian Pertama 

AKREDITASI 

Pasal 24 

Setiap san,an pendidikan harus diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku untuk dijadikan dasar pertimbaogan prob>ram 
pembinaan. 

Bagian Kedua 

STANDARISASJ 

Pasal 25 

(I) Satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan wajib memenuhi standar 
pendidikan. 

(2) Standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi Standar 
Pendidikao Nasional dan Standar Pendidikan Daerah. 

(3) Satuan pendidi.kan wajib mcnyesuaikan standar nasional pendidi.kan paling lambat 
5 (lima) tahun dan roenyesuaikan standar pendidikan daerah paling larobat 
10 (sepuluh) tahun sejak d,'tetapkan Peraturan Daerah ini. 

( 4) Standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sekurang-kurangnya terdiri 
dari : 
a. Standar isi; 
b. Standar proses; 
c. Standar kompetensi kelulusan; 
d. Standar pendidik dan tenaga kependidi.kan; 
e. Standar sarana dan prasarana; 
f. Standar pengelolaao; 
g. Standar pernbiayaan; 
h. Standar penilaian pendidi.kan. 

(5) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Walikota. 

Bagian Ketiga 

SARANA DAN PRASARANA 

Pasal26 

(1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan 
standar nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Dacrah, dan Masyarakat dapat 
mernberikan bantuan sarana dan prasarana kepada satuan pendidikan. 

BABX 

PENYELENGOARAAN PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH 

Bagian Pertama 

Kelembagaan dan Manajeruen 

Pasal 27 

(I) Pendidikan persekolahan terdiri atas prasekolah, jenjang pendidikan dasar, dan 
jeajang pendidi.kan menengah. 

(2) Pendidi.kan prasckolnb scbogoimana dimaksud ayat (I) terdiri atas satuan TomAn 
Kanak-Kanak. Raudhatul Athfal (RA) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 

(3) Jeojang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri atas SD, 
Ml, SMP, MTs. 

(4) Jenjang Pendidikan Meneogah sebagaimaoa dimaksud ayat (I) tcrdiri atas satuan 
pendidikan SMA, MA, SMK,MAK 



Bagian Kedua 

Penyelenggaraan Pendidikan 

Pasal 28 

14 

(I) Pengadaan pendayagunaan dan pengembaogan tenaga kependidikan, kurikulum lokal, 
bnku pembelajaran, peralatan pcndidikan, tanah, dan gedung atau bangunan serta 
pemeliharaannya serta penyelenggaraan lrurikulum nasional adalah tanggung jawab 
Pemerintah Daeral1 dan atau masyarakat. 

(2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib 
menyediakan anggaran yang mencukupi. 

Pasal29 

(I) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus berdasarkan penerapan Manajemen 
Berbasis Sekolah (MBS) sebagaimana model pengclolaan yang memberikan otonomi 
at.au kemandirian k.epada sok.olab d1t11 mcmlvruug l"'ogambilau keputu,an partioipAtif 
yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar 
pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerinatah, Provinsi dan Pemerintab Kota. 

(2) Dalam hal kebijakan pembebanan biaya kepada peserta didik atau masyarakat 
diputuskan oleh Kornite Sekolah dan diketahui oleb Kepala Satuan Pendidikan serta 
dilaporkan kepada Kepala Dinas. 

(3) Dalam upaya mcningkatl:an mutu pendidikan di sekolah Kepala Sekolah agar 
mengoptimalkan peran dan pemberdayaan gugus sekolah, Kelompok Kerja Guru 
(KKG), Musyawarah Gum Mata Pelajaran (MGMP), serta Kelompok Kerja Kepala 
Sekolab (K3S), Kelompok Kerja Pengawas dalam penyelenggaraao pendidikan. 

(4) Pelaksanaan peoyelengaraan pendidikan harus mendorong upaya peningkatan 
partisipasi masyarakat dalam meningkatan mutu melalui pembenwkan Dewan 
Sekolah/Komite Sekolah/Majelis Madrasah. 

(5) Pembinaan dan kclembagaan peserta didik deogan kemampuan luar biasa perlu 
diupayakan melalui program khusus dan program unggulan serta Satuan Kredit 
Semester (ST<S) dalam menyelenggarakan peodidikan pada jenjang pendidikan dasar 
dan meneogab yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut deogan Pet'llturan 
Walikota. 

Bagian Ketiga 

Pertanggung jawahan 

Pasal 30 

(I) Walikota bertangguog jawab terhadap pembinaan penyelenggaraan pendidikan di 
Daerah. 

(2) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis operasional 
penyelenggaraan pendidikan di Daerah. 

Bagian Keempat 

Pendirian Sekolah 

Pasal 31 

(1) Setiap pendirian satuan pcndidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah 
harus mendapat izin Walikota. 

(2) Tata cara perizinan diaturlebih lanjut dengan Pel'llturan Walikota. 

Bagian Kelima 

Kurikulum 

Pasal 32 

(I} Pclaksanaan kegiatan peodidikan dalam satuan pendidikan di Dacrah didasarkan atas 
kurikulum nasional. 

(2) Pengembangan, penyempumaan dan penetapan kurikulum lokal di Daerah diatur 
lebih laujut dengan Perabtran Walikota. 

(3) lsi kurilrulum nasional merupakan standar yang wajib diselenggarakan dalam rangka 
mewujudkan standar kompetensi peserta diclik. 
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(4) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan menurut Kurikulum Nasional, Kurikulum 
Lokal dan dapa1 dikembangkan kurikulum bertarap Iutemasiooal 

(5) Pemerintah Daerah mengupayakan pcngembangan standar kompetensi pesena didik 
uotuk mencapai basil belajar dengan berpedoman pada standar nasional yang telab 
ditetapkan. 

(6) Penyelenggaraan kurikulum nasional pada semua jenis dan jenjang pendidikan di 
0-derah merupakan tanggungjawab Walikota 

Pasal33 

(I) Pengujian dan penilaian has ii belajar merupakan rangkaian kegiatan penyelenggaraan 
kurikulum. 

(2) Petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan tlan lwi belajar efektif sebagai panduan 
penyelel'.lggaraan kurikulum di satuan pendidikan harus berpedoman pada kalender 
pendidikan dan bari efektifbelajar yang ditetapkan secara nasional. 

(3) Pelaksauaan ketentuao sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) dan ayat (2) diatur 
lebib lanjur dengan Perot\118D Walikota. 

Pasal 34 

(I) Isi kurikulum lokal memUM mata pelajaran piliban yang mengarab pada keterampilan. 
(2) Pilihan untuk mata pelajaran kurikulum lokal diserahkan kepada satuan pendidikan 

dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik, serta 
sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan. 

Pasal 35 

(I) Bahasa pengao!M dalarn pendidikan oasiooal adalab babasa Iudooesia. 
(2) Dalam raogka mewujudkan penyesuaian dengan perkembangan liogkungan, 

kebutuhan membaogun, perkembangan ilmu pengetabuan dan leknologi dan 
informasi, komunikasi dan pariwisata, perlu memperhatikan pengembangan dan 
penerapan pengguoaan baha.~ asing pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. 

Bagian K ecnarn 

Penerirnaao Siswa Baru 

Passi 36 

(I) Setiap mcojelang awal tahun pelajarao, Walikota wajib meoetapkan kebijakan 
penerimaan siswa baru untuk sekolah ncgeri 

(2) Penerapan kebijakan sebagairnana dimaksudkan pada ayat (I), berpedoman pada 
peraturan perundaog-undangan yang berlaku clan disesuaikan deogan kondisi 
lingkungan, perkernbangan dao kcbutuhan Daerab. 

(3) S0$ialisasi kebijakan penerimaao siswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dilaksanakan paling lam bat 2 (dua) bulan scbelumjadwal Penerimaan Siswa Baru. 

( 4) Penerimaao Siswa Baru untuk jenjang pendidikan menengab dilakukan melalui 
Penerimaan Siswa Baru Penelusuran Minat Prestasi Akademik (PMPA) dan 
Penerimaan melalui seleksi penerimaan (Test). 

(5) Penerimaan melalui PMPA sebagaimana dimaksud ayat (4), sebanyak 10 % 
(scpuluh persen) dari daya tampung. 

(6) Saluan pendidikan wajib menerima siswa baru sesuai dengan days tampung satuan 
pendidikan yang berangkutan. 

(7) Satuan Pendidikan pada jenjaog pendidikan menengah secara bertahap mengurangi 
pelaksanaanjadwal pendidtlcan secara double shift (kelas pagi dan kelas sore). 

(8) Tata cara Penerimaan Siswa Baru pada jenjang Peudidikan Dasar dan Menengab 
diatur lebih hutjut melalui Peraturan Walikota. 

Bagian Ketujuh. 

Tenaga Kependidikao 

Pasal 37 

(I) Tenaga kcpendidiknn pada jalur pendidikan persekolahan 1erdiri atas teoaga 
pendidik, pengelola satuan pendidikan, pengawas sekolah, pustakawan. dan laboran. 

(2) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat {I) terdiri atas Pembina, 
pengajar dan/atau pelatih peserta didik. 
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(3) Pengelola satuan peodidikan terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, 

kcpala bengkel, kepala instalasi, kepala rumpun, kepala jurusan, kepa.la program 
studi, wali kelas, kepala tats usaha, dan pegawai tata usaha serta pegawai lainnya 
yang bekerja dilingkungan Dinas. 

(4) Pengaturan tenaga kependidikan ditetapkao lebih Jaojut dengan Keputusan Walikota. 

Pasal 38 

(I} Untuk diangkat sebagai tenaga pendidik, ealon teoaga peodidik yang bersangkutao 
harus memiliki kualiftkasi sesuai dengan kewenangao mengajar, dan harus 
memeouhi pcrsyaratan sebagai berikut: 
a. Sehat jasmani dan rohani, yang dinyatakao dengan surat keterangan kesehatan 

pejabat yang berwenang. 
b. Memenuhi standar kompeteosi guru; kompetensi Paedagogik; Kompeteosi 

Kepribadian; Kompetensi Sosial; dan Kompetensi Profcsional. 
(2) Untuk dapat di angkat sebagai tenaga pendidik bidang pendidikan agama, selain 

harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksnd pada ayat (I), harus meoganut 
ngama &eSu<li denw,n agama yang diajarkan dan agama peserta didik yong 
bersangutan. 

(3) Tenaga kependidikan yang akan ditugaskao sebagai pengelola satuan pendidikan 
dengan kedudukao sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala 
Beogkel/Rumpun/.lurusan/Program Studi, dipilib dari Tenaga Pendidik. 

(4) Pengangkatan Tenaga Pendidik sebagai Kepala Satuan Pendidikao dilaksanakan 
melalui seleksi sesuai dengan KEPMEN DTKNAS RI No. 162/U/2003 tentaog 
pedoman penugasan guru sebagai Kepala Sekolah Negeri memenuh.i standar 
kualifikasi, kompetensi Kepala Satuao Peodidikan sebagaimona Peraturan 
Mendiknas RI No. 13 Tahun 2007 tentang Stan<lar Kepala Sekolah/Madrasah, yang 
dilaksanakan oleh Tim Terpadu diketuai Sekretaris Daerah Kota, dan anggotanya 
terdiri dari Badan Kepcgawaian Daerah. Dinas Pendidikan ;'!asional dan 
lnspektorat Kota. 

(5) Kepala Satuan Pendidikan diangkat dan diberbentikan oleh Walikota dengan masa 
tugas selama 4 (empat) tahun dan dapai diangkat kembali untuk I (satu) periode 
lagi apabila yang bersangkutao dinyatakan berprestasi. 

(6) Kepala Satuan Pendidikan yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi 
diberikan tugas tambahan sebagai Kepata Satuan Pendidikan atau jabatao lain tetap 
melaksanakan tug;is sebagai tenaga pendidik. 

(7) Untuk pennbinaan dan pengembangan karier, mal<a Pendidik pada satuan 
pendidikau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali, dapat dilakulcan mutasi ke 
satuan pendidikan pada Jenjang yang sama, dltll po::laksauaannya diatur lcbih lanjut 
deogan Peraturan Walikota. 

(8) Pengangkatan 1enaga kependidikan yang bertugas sebagai Pengawa~ Sckolah 
dilaksanakao melalui se!eksi, memenuhi kualitifika.si dan kompetensi sebagaimana 
dimaksud Peraturan MENDIKNAS RI No. 12 Tahun 2007 tentaog Staodar 
Pengawas Sekolab/Madra..sah, yang dilaksanakan oleb Tim Terpadu diketuai 
Sckretaris Daerah Kota, dao anggotanya terdiri dari Badan Kepegawaian Daerah, 
Dinas Pendidikau Nasio11al dan lnspektorat Kota. 

Pasal 39 

(I} Peougasan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh pimpinan 
satuao pendidikan yang bersangkutao atas dasar kualifikasi dan kemampuan teoaga 
pendidik yang bersangkutao dengan niemperhatil:an peraturan perundang
undangan yang berlaku. 

(2) Pemindahan tcnaga kependidikao yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri 
Sipil dari satuan pendidikan ke satuan pcndidikan yang lain atas dasar 
pemiohonan tenaga kepcndidikan yang bersangkutan dilakukan oleb Walikota atau 
Pejabat yang ditunjuk deogan memperbatikan persetujuan pimpiMD satuan 
pendidikan penerima dan satuan pendidikan asal. 

(3) Pemindahao tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri 
Sipil atas dasar kepentingan dinas dilakukan oleb Walikota atau Pejabat yang 
ditunjuk. 

(4) Pemiodalian tenaga keicendidikan yang berkedudukan sebagai teoaga pendidik dari 
satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lebih tinggi dapat dilaksanakan 
sepanjaug tenaga pendidik yang bersangkutan memiliki kualitas pendidikan dan 
kemampuan yang sangat dibutuhkan serta memenuhi ketentuan peraturan 
penmdang-undangan yang berlaku untuk satuan pendidi.kan yang bersangkutan. 
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(5) Pemindahan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai teMga pendidik 
kedalam jabatan lain di luar jabatan pendidik dilaksanakan dalam raugka 
menduduki jabatan potensial yang memerlukan kcahlian tennga pendidik. 

(6) Unruk memenuhl kekurang1111 tenaga pendidik yang bertugas sebagai guru, di 
samping melalui pengangkatan guru baru, dapat pula diangkat melalui pemindahan 
tenaga Pegawai Negeri Sipil lainnya dengan ketentuan memiliki tingkat 
kependidikan yang disyaratkan dan memiliki akta kewenangan mengajar. 

Pasal 40 

(!) Pembinaan karier tenaga kependidikan meliputi kenaikan pangkat, kenaikan 
jabatan, dan peng1111gkatan dalam jabatan di luar jabatan pendidikan berdasarkan 
prestasi kerja dan peningkatan disiplin. 

(2) Pangkat dan jabatan tenaga kependidikan yang berlcedudukan sebagai tenaga 
pendidik yang diselenggarakan oleh Pcmcrintah Daerah, dan tenaga pengawas 
sekolah, pustakawan, dan laboran diatur berdasarlcan ketentuan kepangkatan dalam 
jabatan ftmgsiona I yang berlaku. 

(3) Ketentuan jabatan fungsional bagi tenaga pendidik dan pengawas sekolah 
berpedoman pada peraruran perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Pangkat dan jabatan tenaga kependidikan yang bukan tenaga peodidik dan bukan 
pegawas sekolah diatur sesuai deogan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

(5) Pangkat dan jabatan tenaga kependidikan yang tidak berkedudukan sebagai 
Pegawai Ncgeri Sipil pada satuan pendidikan yang bersangkutan meogacu kepada 
pola dao aturaD staodar daeral1 serta nasional. 

(6) Pembinaan disiplin tenaga kependidikan merupakan tanggung ja,•ab pemimpin 
satuan pendidikan yang bersangkutan. 

Pasal 41 

(1) Tenaga kependidik.an wajib untuk berusaha mengembangkao kemampuan 
profesionalnya sesuai dengao standat nasional meogenai kompetensi profesi, sesuai 
dengan kemajuan tuntunan ilmu pcngetahunn dan teknologi serta pembangunan 
nasional dan daerah. 

(2) Pengelola satuan pendidikan bertanggung jawab atas pemberian kesempatan 
kepada tcoaga kependidikan yang bertugas pada satuan peodidikan yang 
ber.;angkutan untuk mengembangkan profesi masing-masifle sesuni dengan standar 
nasional. 

(3) Dinas melaksanakan program pengembangan kemampuan profesi tcoaga 
kcpendidikan sesuai dcngan kebutuhan teoaga kependidikan dalaro mencapai 
standar profesinya yang ditetapkan secara nasional. 

Passi 42 

(I) Tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan dapat memperoleh gaji 
dan tunjangan secara berkala. 

(2) Tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak 
memperoleh gaji, tunjangan, dan/atau pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. 

(3) Tenaga kepeodidikan berhak roemperoleh pelayanan kesehatan scsuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangao yang berlaku. 

Pasal43 

(I) Pada satuan pendidikan TK dan RA mendapat kedudukan tcnaga kependidikan 
yang terdiri at.as Kepala TK/RA, Guru dan Pegawai Negeri Sipil. 

(2) l'ada saruan pendidilau1 SD dan Ml terdapat kedudukan tenaga kependidikan 
terdiri atas Kepala Satuan Pendidikao, Guru K1:las, Guru Mata Pclajaran, Dan 
Pegawai Tata Usaha. 

(3) Pada satuan pendidikan SD ciao Ml dapat pula diadakao Wakil Kepala Satuan 
Pendidikan, guru pemandu mata pell\jaran, pembimbing, pustakawan, laboran, dan 
teknisi sumber belajar. 

( 4) Pada satuan pendidikan SMP dan MTs terdapat kedudukan tenaga kcpendidikan 
yang terdiri atas Kepala Satuan Pendidikan, Wakil Kepala Satuan Pendidikan, wali 
kelas, guru mata pelajaran/ruropun mata pelajaran, guru pembimbing, kepala 
urusan tata usaha, pustakawan, dan laboran. 
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(S) Pada satuan pendidikan SMP dan MTs dapat juga diadakan guru inti, koordinator 
mata pelajaran, teknisi &umber belajar. 

(6) Pada satuan pendidikan SMA dan MA terdapat kedudukan tena1:,,a kependidikan 
yang terdiri Kepala Satuan Pendidikan, Wakil Kepala Satuan Pendidikan, wali 
kelas, guru m.ata pelajaran/rumpun mata pelajaran, guru praktek, guru pembimbing, 
pustakawan, laboran, kepala urusan tata usaha, dan pegawai tata usa.~a. 

(7) Pada satuan pendidikan SMA dan MA dapat juga diadakan guru inti, koordinator 
mata pelajaran, dan teknisi sumber belajar. 

(8) Pada satuan pendidikan SM.I< dan MAK terdapat kedudukan tenaga kependidikan 
yang terdiri atas Kepala Satuan Pendidikao, Wakil Kepala Satuan Peodidikan, wali 
kelas, kepala jurnsan/ketua rumpUJ1/kepala instalasi/program studi/ketua bengkel, 
ketua unit produksi, gnru mata pelajaran, pustakawan, laboran, teknisi sumber 
belajar, kepala urusan tata usaha, dan pegawai tata usaha. 

(9) Peoghargaao diberikao kepada tenaga kependidikan pada satuan kependidikan atas 
dasar prestasi kerja pengabdian, kesetiaan pada lembaga, berjasa pada Negara, 
karya luar biasa, atau menioggiil dalam melaksanakao tugas. 

(I 0) Peu1,h~ dit.,rikau uleh ~meriulah berupa kenaiklm pangkat, umda jasa atau 
peoghargaan lain. 

Pasal44 

Tenaga kependidikan diberikan perlindungan hukum meliputi: 
a. Rasa amao dalam melaksaoakao tugas bail< tugas mengajar maupun tugas lain 

yang berhubuogan dengao tugas meogajar. 
b. Perlindungan terhadap keadaan mcmbahayakan yang dapat mengancam jiwa, balk 

karena alam maupun perbuatan maousia 
c. Perlioduogan dari pemutusan hubungan kerja secara sepibak yang memgikan 

tenaga kependidikan 
d. Penyelcnggaraan usaha kesejahteraan sosial bagi tenaga kependidikao yang sesuai 

dengiin tuntunan tugasnya. 

Bagian Kedelapan 

Sumber Pendapatan Pendidikan 

Pasal 4S 

(I) Pemeriotah Daerab dan masyarakat bertangguog jawab ataS pembiayaao yang 
diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah Daerah selaio 
peodidikan dasar. 

(2) Pemerintah Daerah bertaoggung jawab ataS seluruh pembiayaan yang diperlukan 
bagi penyelenggaraan pendiclikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
Daerah. 

(3) Satuan Peodidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang 
mcmungut biaya pendidikan tanpa persetujuan Komite Sekolah dao dilaporkao 
secara tertutis kepada Kepala Dioas. 

(4) Pemerintah Daerah mengaloka~ikan anggaran pcndidikan minimal 20 % (dua 
puluh perseo) dari APBD diluar belaoja tidak langsung dengan memperbatikan 
kemampuan keuangan daerah. 

(5) Kompooeo yang dibiayai meliputi kegiatao yang berhubungao dengan 
kesejabteraan teoaga kependidikan, penyelenggaraan kependidikan, sarana 
prasarana dan proses belajar mengajar yang mengacu pada peniogkatao mutu 
pendidikao. 

(6) Sumber pembiayaao dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, 
Pemerintah Kota dan sumber-sumber laionya dalam bentuk sun>bangan, donatur, 
dao sumber lain yang tidak mengikat dari masyarakat. 

(7) Pengelolaan pembiayaan dan peoggunaaonya sesuai dengan program, dao 
dipertanggungjawaban secara transparan kepada Pemerintah, Komite Sekolah, wali 
murid, masyarakat, dan kepada pibak yang berkepentiogan. 

(8) Satuao biaya dihitung berdasarkan biaya ~Luan per siswa per tahun atau biaya 
satuan per sekolah pertahuo sesuai dengao kebutuhan kegiatao belajar mengajar. 

(9) Sebelum menyusun Anggaran Pendapatan dan Belaoja Sekolah (APBS), satuan 
pendidikan wajib menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS). RKAS 
disusun dan dibahas secara bersama-sama deogao komite sekolah dan disahkan 
melalui rapat satuan pendidikan, komite sekolah dan perwakilan wali murid. 
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(10) Setiap tahun satuan pendidikao wajib menetapkao aoggaran pe11dapatan dan 
belaoja sekolah (APBS) dengan melibatkan seluruh komponen yangada di satuan 
pendidikan clan pihak masyarakat atau Dewan Sekolah/Komite Sekolah/Majelis 
Madrasah atau orang tua siswa dan disahkao oleh Kepala Dinas. 

(II) Komponen rincian dari APBS terdiri dari Penerimaan dao belanja satuan 
peodidikan. Komponen penerimaan meliputi dana yang diterima oleh saruan 
pendidikao baik itu dan> bantuan dari APBD Kota Palembang, APBD Provinsi, 
Af'BN dan dana sumbangao masyarakat sena dana sumber laionya yang diterima 
oleh satuan pendidikao. Sedangkan komponen belanja meliputi Investasi, biaya 
operasional dan biaya personal untuk kesejahteraan tenaga kependidikan serta 
dalam rangka meounjang proses belajar mengajar. 

( 12) Sumber-sumber pembiayaan dibukukan secara transparan dan akuntabel untuk 
kepentingan penyelenggaraan dan peuingkatan mutu pendidikan. 

( 13) Ketentuan teknis meogenai standar pcmbiayaao daerah serta pedoman penyusunan 
dan pengelolaan Rancangan Reocaoa Kerja Anggaran Sekolah maupuo Rancangan 
Anggaran Peodapatan dan Belanja Sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Wallkota. 

(14) Penentuan besamya biaya dari orang tua siswa dan masyarakat untuk membantu 
penyelenggaraan peodidikao dalam jenjang selain pendidikao dasar ditentukan 
berdasarkan kesepakatan dengan Dewan Sekolah/Komite Sekolah/Majelis 
Madrasah. 

(15) Dalam meneotukan besamya biaya dari masyarakat Dewan Sekolah/Komite 
Sekolah/Majelis Madrasah wajib melakukao musyawarah yang melibatkan wali 
siswa secara transparan dan menggunakan sistem subsidi silang. 

(16) Dalam bal pcoentuan besarnn biaya dari masyarakat tanpa melalui musyawarah 
dengan wali siswa, pemerintah daerah berhak membatalkao ketentuan tersebut dan 
sekolab wajib menentukao kembali besaran tersebut sesuai mekanisme. 

Pasal46 

(I) Walikota meogupayakan peningkatan pcran serta dan partisipasi masyarakat dalam 
pcnyclcnggaroan pcndidikan. 

(2) Peran serta dan partisipasi masyarakat sebagi,imana dimaksud pada ayat (I) 
bertujuan: 
a. Membantu kelancaran penyelengarnan pendidikan sekolah. 
b. Memclibara, meningkatkan dan mengembangkan sekolah sebagai pusat 

keunggulan. 
c. Memantau, meogawasi, mengevaluasi penyelenggaraan peodidikan di sekolab. 

(3) Ditingkat kota dapat dibentuk Dewan Pendidilcan. atau Komite Pendidikan atau 
Majelis Pendidikan sebagai lembaga peran serta masyarakat untuk. mewujudkan 
peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan diketahui oleh Kepala Dinas. 

Bagian Kesembilan 

Penilaian 

Pasal 47 

(I) Terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi, penyelenggaraan pendidikan di 
sekolah dilakukan penilaian. 

(2) Penilaian sebagaimana din1aksud pada ayat (I), meliputi antara lain penilaian 
kinerja sekolah, akreditasi, dan verifikasi. 

Pasal48 

(!) Secara berkala dan berkelaojutan Pemerintah Daerah melakukan penilaian 
terhadap kegiatao dan kemajuan penyelenggaraan kurikulum nasional dan 
kuri)rulum lok.>I oena sarana dan prnsomnn peodidikan S¢SUAi dengan kebutuhan 
dan perkembangao keadaan. 

(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan peuilaian ha.~il belajar peserta didik, pada 
setiap jenis satuan, jenjang, dan jeajang pendidikan baik yang diselenggarakao 
secara nasional maupun lokal. 

(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (I) dan ayat (2) diwnumkan secara 
terbuka. 
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BAB XI 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH MASY ARAKAT 

Bagian Pertama 

Kelembagaan dan Maoajemen 

Pasal49 

(I) Pendidikan persekolahan yang diselenggarakao oleh masyarakat terdiri alas 
pcndidikan prasekolah, jeajaog pendidikan dasar, dan jenjaog pendidikan 
menengah. 

(2) Peodidikan praseknlah sebagJ1imana dimaksud ayat (1) terdiri etas satuan 
pendidikan TK/TKA dan RA. 

(3) Jenjang pendidikan dasar sebagaimana maksud ayat (I) terdiri atas satuan 
pendidikan SD, Ml, SMP, MTs. 

( 4) Jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud ayat (1) tetdiri atas satuan 
pendidikan SMA. MA. dan SMK. 

Bagian Kedua 

Penyelenggaraan Pendidikan 

Pasal 50 

(I) Pengadaan, peodayagunaan dan pengembangan Tenaga Kependidikan, buku 
pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung atau bangunan serta 
pemeliharaannya, pada satuan pendidikan perseknlaban yang diselenggarakan oleb 
masyarakat adalah tan.ggung jawab yayasan/majelis/lembaga yang berbadan 
hukum yang menyelenggarakan satuan pcndidikan yang bersangkutan. 

(2) Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Pemcrintah Daerah 
dapat memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan kcuangan daerah. 

Pasal SI 

(!) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus berdasarkan peuerapan 
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai model pengelolaan yang 
memberikan otonomi atau kemandirian kepada satuan pendidikan dan mendorong 
pengambilan keputusan partisipasif yang mdibatkan secara langsung semua warga 
sekolah sesuai dengan stander pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah, 
Provinsi dan Kota. 

(2) Da.lam upaya meningkatan mutu pendidikan sekolab Kepala Sekolab agar 
mengoptirnalkan peran dan pemberdayaan gugus sekolab, Kelomp,,k Kerja Guru 
(KKG), Musyawarah gum Mata Pelajaran (MGMP), serta kelnmpok kerja kepala 
sekolah (K3S) dalam pcnyelenggaraan Pendidikan. 

(3) Pelaksanaan penyeleDggaraan pendidikan harus mendorong pada upaya 
peningkatan prcstasi m!IS)'arakat dalam meningkatkan mutu melalui pembentukan 
Dewan Sekolah/Komite Sekolah/Majelis Madra.sah. 

( 4) Setiap saruan pendidikan wajib mengajarkan agama sesuai dengan agama yang 
dianut siswa dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. 

(S) Untuk melaksanakan Pasal 49 ayat (4) satuan pendidikan yang memiliki siswa 
yang menganut agitma yang sama sebanyak minimal IO orang, diwaj ibkan 
menyediakan tenaga pendidik (guru) yang hak dan kewajibannya sama dengan 
tenaga pendidik (guru) yang lain. 

(6) Bagi satuan pendidikan yang merniliki siswa beragama sama berjumlah kurang 
dari 20 siswa, maka satuan pendidikan dapat menugaskan siswa agar mengikuti 
pendidikan agama di luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat 

Bagian Ketiga 

Pcrtanggungjawaban 

Pasal 52 

Yayasan atau badan yang menyelenggarakan satuan pendidikan bertanggung jawab 
atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan. 
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Bagiao Keempat 

Pendirian Sekolah 

Pasal 53 

(I) Setiap pendirian saruan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus 
meodapat izin Walikota. 

(2) Pemerintab Daerah dapat membekukan atau menutup izin oprasionaJ lembaga 
pendidikan, apabila dalam operasionalnya berteotangan dengan uodang-undang 
dan peraturan yang berlaku, serelah diberikan peringatan lisan dan tertulis. 

(3) Tata cars pemberian izin dan penutupan sebagaimana dimaksud ayat (I) dan 
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 

Bagian Kelima 

Kurikulum 

Pasal54 

(I) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan 
oleh masyarakat di daerah didasarkan atas kurikulum nasional. 

(2) Pengembangan, penyempurnaan. dan penetapan kurikulum lokal di Daerah diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 

(3) Isi kurikulum nasional merupakan standar yang wajib diselenggarakan dalam 
rangka mewujudkan staodar kompetensi peserta didik. 

( 4) Pemerintah Daerah mengupayakan pengembangao standar kompetensi peserta 
didik untok mencapai hasil belajar dengan bcrpedoman pada standar nasional yang 
telah ditetapkan. 

(5) Penyelenggaraan kurikulum na~ional pada semua jenis dan jenjang pendidikan di 
daerah merupakan tanggungjawab Walikota. 

Passi 55 

(I) Pengujian dan penilaian basil belajar merupakan rangkaian kegiatan 
penyelenggaraan kurikulum. 

(2) Petunjuk pelaksanaan kalcnder pendidikan dan basil belajar efektif sebagai 
pandunn penyelenggaraan kurikulum di saluan pendidikan harus berpedoman pada 
kalender pendidikan dan ha.~il efektifbelajar yang ditetapkan secara nasioaaJ. 

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) diatur 
lebih lanjut dengan Peraluran Walikota. 

Pasal 56 

(1) lsi kurikulum lokal memuat mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. 
(2) Pilihan untuk mats pelajaran kurikulum lokal diserahkan lepada satuan 

pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan 
peserta didik, serta sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan. 

Pasal 57 

(I) Bahasa pengantar dalam pendidikan nasionaJ adalah bahasa lndoneiia. 
(2) Dalam upoya meningkatkan pemahaman dan inspirasi nilai budaya daerah serta 

d~l•m renyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu pada semuajenis 
dan jenjang pendidikan, penggunaan bahasa daerah sebagai bal1asa pengantar 
pada hari tertentu agar meodapat prioritas. 

(3) Dalam rangka mewujudkan penyesuaian dangan perkembangan lingkungan 
kebutuhan membangun, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
infonnasi, komunikasi dan pariwisata, perlu memperhatikan pengembangan dao 
penerapan penggunaan bahasa asing pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. 
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BagiaoKeenaro 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Pasal 58 

Pengaturan tenaga kependidikan sesuai dengan keteotuan yang berlaku pada yayasan/ 
majelis/lembaga peoyelenggara peodidikan dengan berpedoman pada peraturan 
perundang-undaugan yang berlaku. 

Pasal 59 

(I) Untuk diangkat sebagai peodidiko, calon tenaga pendidik yang bersangkutan 
harus memiliki kualiftkasi sesuai dengan kewenangan mengajar dan harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. Sehat jasmani dan rohani, yang dinyatakao dengan surat keterangan kesehatan 

P~jabat yang betweoang. 
b. Memenulu standar kompetensi guru; kompetensi Paedagogik; Kompetensi 

Kepribadian; Kompetensi Sosial; dan Kompetensi Profesional. 
(2) Untuk dapat diangkat sebagai pendidik bidang kependidikan agama, selain barus 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), barns meoganut 
agama sesuai deogan agama yang diajarkan dan agama peserta didik. 

(3) Pengangkatan dao penempatan pendidik yang tidak berstatus Pegawai Negeri 
Sipil dil.akukan oleh penyelenggara satuan pcndidikan yang bersangkutan. 

( 4) Pemerintah Daerah dapat memberikan baotuan tenaga pendidik kepada satuan 
peodidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan mengangkat dan 
menetapkan tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atas 
persetujuan peoyelenggara satuan pendidikan yang bersaogkutan. 

Pasal 60 

(I) Pemindahan tertaga pendidik yaog berl<edudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil 
dari satuan peodidikan ke satuan kependidikan lain atas dasar permohooan tenaga 
pendidik yang bersangkutan dilakukan oleb Walikota atau pejabat yang ditunjuk 
dao memperhatikao persett\iuan penyeleuggara satuan pcndidikan penerima dan 
penyelenggara satuan pcndidikan asal. 

(2) Pemindahan tenaga pendidik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil 
atas dasar kepeotingan dinas dilakukan oleb Walikota atau Pejabat yang ditunjuk 
atas petSetujuan penyelenggara satuan pendidikan. 

Pasal 61 

(1) Pembioaao karier teoaga peodidik meliputi kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, 
dan pengangkatan dalam jabatan diluar jabatan pendidik berdasarkan prestasi 
kerja dan peniogkatao disiplin. 

(2) Pembioaan disiplio teoaga pendidikan merupokan tanggung jawab pemimpin 
satuan peodidikan yang bersangkutao. 

Pasal 62 

(!) Tenaga pendidik wajib untuk berusaha meogembangkan kemampuan 
profesionalnya sesuai dengan stander oasiooal mengenai kompetensi profesi, 
sesuai dengan kemampuao tuntutan ilmu pengetabuan dan teknologi, serta 
pembangunan nasional dan daerah. 

(2) Pengelola satuan pendidikan bertaoggung jawab alas pemberian kesempatan 
kepada tenaga kependidikan yang bertugas pada satuan pendidikan yang 
bersangkutao untuk mengembaag~an profesi masiog-masing sesuai dengan 
standar nasional. 

Pasal 63 

(1) Tenaga kependidikan sebagai pegawai tetap yayasan, yang bekerja pada satuan 
peodidikan memperoleh gaji dan tunjaogan secara berkala. 

(2) Tenaga kependidikan yang berkedudukao sebagai Pegawai Negeri Sipil berbak 
memperoleh gaji, tunjangan, dan/atau pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangan-undangan yaug berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. 
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(3) Tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan kependidikao yang 
diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh gaji dao tunjangan sesuai 
dengan perjanjiao tertulis yang di buat antara penyelenggara satuao pendidikan 
dengan tenaga kependidikan yang bersangkutan atau sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku pada satuan perulidikan yang 
bersangkutan. 

(4) Tenaga kepeodidikan yang berstatus sehagai guru tidak tetap dan pegawai tidak 
tetap dan bekerja pada satuao pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakai 
serta memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah diberikan 
tunjangan kesejahteraan oleb Pemerintah Daerah. 

(S) Tenaga kependidikan dapat memperoleb pelayanan kesehatan sesuai ketent11an 
peraturan perundang-undangan yang berlako. 

Pasal64 

Pendidik dan Tenaga kependidikan diberikan perliodungan hukum meliputi: 

a. rasa aman dalam melaksanakan tugas baik tug;is rnengajar maupun tugas lain yang 
berlmbungan dengan tuga.~ mcngajar; 

b. perlindungan tcrhadap keadaoo membahayakan yang dapat mengancamjiwa, baik 
karena alam maupuo karena perbuatao manusia; 

c. perlindungan dari pemutusao hubungan kerja secara sepihak yang merugikan 
pendidik dan teoaga kependidikan; 

d. penyclcnggaraan usaba kesejahteraan sosial bagi pendidik dan tenaga 
kependidikan yang sesuai deogan tuntlltan tugasnya. 

Bagian Ketujuh 

$umber Pendanaan Peodidikan 

Pasal 65 

(I} Yayasan/majelis/lembaga atau badan penyelenggara satuao peodidikao per 
sekolah bersama masyarakat dan Pemerintah Daerab bertanggung jawab atas 
pembiayaan yang diperlukao bagi penyelengaraan pendidikan. 

(2) Pemerintah Daerah wajib mcngalokasikan anggaran untuk membebaskao biaya 
pendidikan bagi peserla didik yang lidak mampu. 

(3) Pengelolaao pembiayaan dalam penggunaannya sesuai dengan ptogram dan 
pcrtanggungjawaban secara transparao kepada ruasyarakat dan kepada pihak 
yang berkepentingan. 

( 4) Sumber-sumber pcmbiayaan dibukukan secara transparan dan akllntabel untuk 
kepentingan peoyeleoggaraan dan peoingkatan mutu peodidikan. 

Bagia11 Kedelapan 

Penilaiao 

Pasal66 

(1) Terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi, penyelenggara pendidikan di satuan 
pendidikan dilakukan penilaiao. 

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi, antara lain, penilaiao 
kinerja satuan pendidikao, akreditasi, dao verifikasi. 

Pasal67 

(I) Secara berkala dao berkelanjutan Pemeriotah Daerah melakukan penilaian 
terhadap kegiatan dan kemajuan penyelengaraan kurikulum nasional dan 
kurikulum lokal serta sarana dan prasaraoa pcndldikan sesuai deogan kebutuban 
dan perkembangan kcadaan. 

(2) Pemerintah Daerab menyeleuggarakan penilaian basil bclajar peserta didik. pada 
setiap jenis, satuao, jeojang pendidikan baik yang diselenggarakan secara 
nasional maupun lokal. 

(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) diumumkan 
secara terbuka. 



BABXII 

PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 

BagianPertama 

Kelembagaan dan Manajemen 

Pasal 68 
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(I) Pendidikan luar sekolah merupakan salah satu jalur pendidikan yang 
diselenggarakan di luar sekolah, baik yang dilembagakan maupun tidak, melalui 
kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan. 

(2) Pembinaan pendidikan luar sekolah meliputi pemberian bimbingan, dorongan, 
pengayomau, dan ban1Uan bagi masyarakat yang tidak atau diperoleh pada jalur 
pendidikan formal untuk meningkatkan martabat d.ln mucu hidupnya. 

(3) Pendidikan luar sekolah dapat diseleogarakan oleh Pemerintah Daerah, atau 
badan, kelompok, maupun perorangan. 

( 4) Pendidikan luar sekolah yang diselenggar.ikan oleh badan, kelompok dan 
perorangan dapat berbentuk kursus-kursus, kelompok badan pendidikan Aoak 
Usia Dini (Tempat Penitipan AnakffP A, Play Group dan TK), dan jeois 
pendidikan lainoya. 

Pasal69 

Penyelengaraan peodidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat harus 
memenuhi persyaratan tertentu. 

Pasal 70 

(1) Setiap penyelengaraan Pendidikan Luar Sekolah sebagaimana dimaksud pad.a 
Pasal 68 sesuai deogan keputusan penyelenggara. 

(2) Persyaratan penilalan dan tata cars memperoJeh izin, penetapannya ditetapkan 
lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 

Pasal 71 

Lingkup program dan garapan pendidikan luar sekolah di daerab meliputi kegiatan 
sebagai berikut: 

a. Pendidikan masyarakat; 
b. Pendidikan generasi muda; 
c. Pendidikan ekstrakulikuler; 
d. Pendidikan olahragawan, dan 
e. Pendidikan kebudayaao; 

Pasal 72 

Penyelengaraan pendidikan luar sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 
dilaksanakan program unggulan diprioritaskan pad.a program yang berorientasi pada 
pendidikan keterampilan, pendidikan mata peocaharian, kejujuran dan kewirausahaan 
agar memberikan peluang kerja dan mendatangknn penghasilan bagi warga 
belajar/peserta didik. 

Pa,al 73 

( I) Manajemen, peoyclenggaraao pendidikan luar sekolah merupakan upaya 
peningkatan mutu, baik mutu pelayanan maupuo mufll hasil Julusan. 

(2) Penerapan manajemen pada dasamya melibatkan pihak pembina, penyelenggara, 
tenaga pendidik, peogawas, warga belajar dan pibak lain yaog bcrkepentingan 
dengan pendidikan luar sekolah. 
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Bagian Kedua 

Kurikulum 

Pasal 74 

(I) Kurikulum pendidikan luar sekolah merupakan pedoman kegiatan bimbingan, 
pengajaran, dan/atau pelatihan yang didasarkan untuk mencapai kemampuan 
tertentu baik tenulis maupun tidak tertulis. 

(2) Kurikulum sebagaimana di.ma.ksud pada ayat (I) terdiri atas kurikulum nasional 
dan kurikulurn muatan lokal. 

(3) Pengembangan dan penyusunan muatan lokal atas dasar kebutuhan tujuan, 
kebutubao kompetensi, kebutuhan peserta didik, dan/atau kebutuban kombinasi 
dari ketiga kebutuhan. 

Bagian Ketiga 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Pasal 75 

( 1) Tenag;i kependidikan pada pendidikao luar sekolah terdiri atas tenaga pendidik, 
pengelola satuao pendidikan, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, 
pustakawan, laboran, tekoisi, sumber belajar, dan penguji. 

(2) Tenaga kependidikan sebagaimaoa dimaksud pada ayat (!) merupakan Pegawai 
Ncgeri Sipil maupuo unsur masyarakat. 

Passi 76 

(I) Tenaga pendidik terdiri atas tenaga yang melakukan kegiatan kependidikao, 
baik yang memiliki kualiftkasi ataupun tidak, baik disabkan maupun tidak 
sebagai teoaga pendidik, dan jenis terdiri atas tutor, fasilitator, sumber belajar, 
pelatih, pembimbing, dan instruktur. 

(2) Pengelola satuan pendidikan luar sckolah terdiri atas badan/lembaga/orgaoi=i 
masyarakat, kelompok dao perorangao terdiri atas penanggung jawab, pimpinan 
lembaga, tenaga pendidik dan tenaga administrasi. 

(3) Tenaga pendidik dan peogelola satnan peodidikan luar sekolah yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diatur 
lebih laojut deogan I<eputusan Walikota. 

(4) Tenaga pendidik dan pengelola satuan pcndidikao luar sekolah yang 
diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuao 
pendidikan sesuai deng;in ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal 77 

(I) Pembinaan karir tenaga kependidikan pada peodidikan luar sekolah yang 
berstatus Pegawai Negeri Sipil dilaksaoakan sesuai dengan peratuan 
perundang-undangao yang berlaku. 

(2) Pembinaan disiplin tenaga kependidikan luar sekolah merupakan tanggung 
jawab pcmimpin pengel-0la satuan pendidikan yang bersangkutan. 

Pasal 78 

(1) Tenaga kependidikan pada pendidikan luar sekolah wajib berusaha 
mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan stander 
kompetensinya. 

(2) Pengelola satuan pendidikan bertanggung jawab atas pemberim kesempatan 
kepada tenaga kependidikan yang bertuga.~ pada satuan peodidikan yang 
bersangkutan untuk mengambangkan profesionalnya sesuai dengan standar 
nasional. 

(3) Kepala Dinas melaksaoakan program pengembaogan kemampuan tenaga 
kependidikan luar sekolah sesuai dengao kcbutuhan dan standar kompetensi 
yang ditetapkan sccom nasional. 

Pasal 79 

(1) Tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak 
memperoleh gaji, runjaogan, dan/atau pensiunan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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(2) Tenaga kependidi.kan yang bekerja pada satuan kependidikan luar sekolah yang 
diselenggar-.tkan oleb masyarakat berhak memperoleh gaji dan tunjaugan sesua.i 
dengan perjanjian tcrtulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidi.kan 
dengan tenaga kependidikan yang bersangkutan atau sesuai dengan peraturan 
yang berlaku pada satuan pendidikan yang bersangkutan. 

(3) Tenaga kepeodidikan berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan 
peraturan peruudang-undangan yang berlaku. 

Bagian Keempat 

Sumbcr Daya Kepcndidikan Luar Sekolah 

Pasal 80 

(1) Peningkatan penggunaan dan pemeliharaan sumber daya pendidikan 
dilaksanakan sceara optimal dalarn penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. 

(2) Pengelola sumber daya pendidikan memperhatikan asas peodidikan luar sekolah, 
yaitu dari, untuk dan oleb masyarakat. 

(3) Komponen yang dibiayai meliputi kegiatan yang betbubw1gan dengan 
kesejabteraan tenaga kependidikan, penyelenggara pcndidikan, proses belajar 
mengajar, proses pengembangan model, bahan belajar, sarana clan prasarana 
pendidi.kllJl, pembinaan kegiatan belajar mengajar, dan/atau pengelola dan 
penyelenggara evaluasi bail< proses maupun hasilnya. 

Bagian Kelima 

Penilaian 

Pasal 81 

(I) Penilaian setiap program pendidikan luar sekolah dilakukan baik pada proses 
penyelenggaraan program maupun pada hasil kegiatan belajar mengajar. 

(2) Pcnilaian proses dan penyeleoggaraan untuk kegiatan kursus melalui akreditasi, 
sedangkan kegiatan lainnya mengacu pada standar pelayanan minimal ($PM), 
sebagai berikut: 
a. Penilaian basil belajar mengajar dilaksanakan melalui jenis penilaian. 
b. Penilaian oleh tenaga pendidi.k yang bersaogl<utan; 
c. Penilaian olcb pibak penyelengglll11, 
d. Ujian yang dilaksanakan penyelenggiu-a dalam sepengetahuan Pejabat yang 

ditunjuk; 
e. Ujian Akhir Sekolah (UAS) untukjenjang SD; 
f. Ujian Nasional meliputi : Ujian Akhir Nasional untuk jenjang SMP dan 

SMA. 

(3) Su.rat keterangan dan/atau sertifikasi dari basil penilaian adalah ben1pa: 
a. Penilaian tenaga pendidik memperoleh keterangao nilai-nilai perkembanb""' 

kemarnpuan warga belajar. 
b. P~nilaian penyelenggiira kursus memperoleh surat keterangan dari lembaga 

kursus yang bersaogkutan. 
c. Ujian lokal memperoleb surat keterangan dari penyelenggara pendidikan luar 

sekolah yang diketahui oleh Dinas. 
d. Ujian Akhir Nasional memperoleh ija:zah nasiooal. 

BAB xm 
WAJIB BBLAJAR 

Pasal82 

(I) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua 
belas) tahun mulai dari Sekolah Dasar (SD/Ml) sampai Sekolah Menengah Atas 
(SMA/MA/SJ\,fK). 

(2) Program wajib belajar dilaksanakan secara merata dan berkeadilan dengan 
memperhatikan dan mengutamakan masyarakat yang kurang beruntung secara 
ekonomi dan sosial rodaya. 
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(3) Pelaksanaan program wajib belajar mengikutsenakan seoiua lembaga 
pendidikan, baik yang diselenggarakan oleb Pemerintab maupun oleh 
masyarakat 

BAB XIV 

KETENTUAN PENGA WASAN 

Pasal 83 

Walikota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dalarn 
rangka pembinaan perkembangan satuan peodidikan. 

Pasal 84 

Walikota berwenang mengambiJ tindalcan administratif terhadap penyelenggara 
peodidikan pada semua tingkatan yang mclakul«m polnnggnrun terhodnp Perc,turnn 
Daerah ini. 

BAB XV 

SANKS! ADMINISTRAS1 

Pasal 85 
Terhadap penyelenggara dan satuan pendidlkan yang melaknlcan pelanggaran 
Peraturan Daerah ini dapal dikenakan sanksi administrasi berupa : 

a. Bagi kepala satuan pe(ldidikan yang diseleng-garakan oleh Pemerintab Daerah 
dikenai sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku; 

b. Bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleb masyarakat dikenai sanksi 
berupa pengurangan atau penghentian bantuan fasilitas yang diberikan oleb 
Pemerintah daerah dan atau dapat dicabut izinnya. 

c. Tata cara penjatuhan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peratur.m 
Walikota. 

BABXV1 

PENYTDTI<AN 

Pasal 86 

( I) Penyidikan terbadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakulcan oleb Penyidik 
sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Selain Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil (PPNS) Pemerintah Kota diberikan kewenangan untuk melakukan 
penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerab ini. 

(3) Apabila undang-wldang yang menjadi dasar hukum tidak mcngatur secara tegas 
kewenangan yang diberikannya, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 
dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
berwenang: 
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak 

pidana pelanggaran terhadap penyelenggaraan pendidikan; 
b. Melakulcan tindakan pertama dan pemeriksaan pada saal itu ditempat 

kejadian; 
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 

tersangka; 
d. Melakukan penyiWID benda dan atau surat; 
e. Mengambil sidik jari dan memotrel seseorang; 
f. Memanggil orani untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
g. Mendatangkan orang abli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 
b. Mengadakan peogbentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari 

penyidik bahwa tidak terdapat cu.Imp bukti atau pcristiwa tersebut bukan 
merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitabukan 
hal tersebut kepada Penunlul Umum, tersangka atau keluarganya; 

i. Mengadakan tindakan lain mcnurut hukum yang dapat dipertanggung 
jawabkan. 
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BABXVTI 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 87 

{I) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukurnan 
pidana kurungan paling Jama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 
Rp. 50.000.000,- (Jirna puluhjuta rupiah}. 

(2) Se lain ketentuan pidana sebagaimana dirnalcsud pada ayat (I), tindak pidana 
yang telah diatur dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi diancam pidana 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlalru. 

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah pelanggaran dan 
tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kejahatan. 

BABXVITI 

KBTBNTUAN PERALIHAN 

Pasal 88 

Dengao berlalrunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota yang dikeluarkan 
harus menyesuaikan dengao Peraturan Daerah ini. 

BABIX 

K.ETENTUANPENUTUP 

Pasal 89 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 

Pasal 90 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tauggal diundanglcan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkau penguodaugan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalatn Lembaran Daerah Kota Palembang 

Olundangkan di atalembang 
pada t4nggal ..lJ,. -1 - 2000 

SEKf ET A IS DAEAAH 

Ors. H, Marw0:n Ha.$mon, M. Si 

Ditetapkan di Palembang 
pada tanggal ~ :i September 2008 

ALIKOTA PALEMBANG, 

LildARAN l'MRAH KOTA P~lfMllA'N~ 
TAHUN 200 g NOMOA \?, 


